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I.
PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR-RI dengan Pansus Asset DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dibuka pukul 14.00 WIB, oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.
II.  
POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1.
Kedatangan Pansus Asset DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara bermaksud untuk menyampaikan:

· Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2003, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan bahwa belum pernah secara formal Daerah Induk, Kabupaten Deli Serdang menyerahkan asset dan personil.
· Persoalan asset di atas kemudian mempersulit kinerja pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai terkait selalu menjadi temuan BPK dalam memberikan penilaian.
· Sebagian asset memang sudah dimanfaatkan namun pembiayaan masih dibebankan pada Daerah Induk, seperti: kantor camat, sebagian PNS dan lainnya.
· Kementerian Dalam Negeri pernah melakukan fasilitasi dengan bantuan Gubernur Sumatera Utara namun dirasa tidak efektif karena belum ada rencana penyerahan asset yang terealisasi secara formal.
· Pada April 2006 pernah diinisiasi sebuah MoU membahas daftar inventarisasi bersama antara kedua pemerintahan tersebut, namun yang bertandatangan dalam MoU tersebut hanya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
· Pada Agustus 2006, DPRD Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan Sidang dengan bahasan menyetujui penyerahan asset dan personil kepada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak terlaksana karena inventarisir bersama belum dilakukan sampai saat ini.
· Ada 3 (tiga) asset utama yang tidak ingin diserahkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintahan Serdang Bedagai yakni: Mess Pemda yang di Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pemerintahan- Cabang Dinas yang ada di Tebing Tinggi Pantai Cermin.

2.
Oleh karenanya DPRD Kabupaten Serdang Bedagai meminta kepada Komisi II DPR RI untuk memberikan pressure yang lebih kuat dan intens kepada Kementerian Dalam Negeri agar daerah induk dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mau menyelesaikan persoalan penyerahan asset secara formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.
 III.
PENUTUP

Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan/aspirasi yang disampaikan Pansus Asset DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
Komisi II DPR RI Akan membantu mengkomunikasikan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pemindahan asset dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru yang dimekarkan, dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang kepada Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.
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